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PENGANTAR EDITOR

Alhamdu lillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah mem-
berikan kekuatan untuk menyelesaikan buku ini sehingga dapat hadir
di tengah pembaca. Shalawat dan salam ke hadirat junjungan nabi be-
sar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya
serta juga untuk kita semua, amin.

Buku ini merupakan kumpulan makalah terpilih dari call for pa-
pers untuk acara International Islamic Conference on MUI Studies, se-
bagai rangkaian kegiatan Milad MUI ke-42. Dalam rentang waktu empat
puluh dua tahun dari kelahirannya, MUI telah melakukan banyak hal
untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia, berkhidmah memberi-
kan bimbingan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Walau demikian, khidmah tersebut belum seberapa dibanding dengan
kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh umat. Untuk itu perlu
ada upaya sungguh-sungguh dan terus menerus untukmeningkatkan
khidmah tersebut, baik pada aspek substansi (madah) maupun pada
aspek metodologi (kaifiyyah) dan juga cara (thariqah).

Keberperanan MUI dalam kehidupan sosial politik Indonesia te-
lah banyak dikaji dan diteliti oleh para ilmuwan. Banyak peneliti senior
dan akademisi, baik pada jenjang master, doktoral, maupun posdokto-
ral yang menjadikan MUI sebagai obyek kajian. Sorotan terhadap MUI
banyak sekali dilakukan, mulai dari yang paling sinis hingga yang pa-
ling moderat, Sudut pandang sorotan akan keberperanan MUI pun juga
sangat beragam, mulai dari aspek hukum, sosial, politik, budaya, etika,
dan juga soal ekonomi, Keberagaman cara pandang dan sudut pandang
terhadap MUI semakin meneguhkan posisi strategis MUI dalam kehidu-
pan beragama, berbangsa, dan bernegara. Kumpulan tulisan yang ada
dalam buku ini merefleksikan warna warni dan keberagaman tersebut,
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masing-masing melakukan kajian dan sorotan akademik terhadap kip-
rah MUI dari berbagai sudut pandang, |

Untuk kepentingan pengelompokan, dengan didasarkan pada |
kedekatan tema pembahasan, buku ini dikelompokkan menjadi tiga
bagian, pertama kritik metodologi dan kelembagaan fatwa MUI, kedua,
analisis konten fatwa MUI, termasuk analisis peran sosial budaya dan
politik mui, dan ketiga, analisis peran fatwa MUI dalam bidang ekonomi
syariah, Kami menyadari, bahwa kumpulan tulisan ini masih banyak ke-
lemahan, terutama pada aspek penyelarasannya, mengingat waktu pe-
nyiapan naskahnya begitu cepat. Walau demikian, atas terselesaikannya
buku ini, tim editor perlu menyampaikan ucapan terima kasih pada
banyak orang, di antaranya Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
yang telah memberikan amanah untuk mengurusi kegiatan ini, Mas Zai-
nut Tauhid Saadi yang telah memfasilitasi proses penerbitan buku ini;
kepada para penulis yang telah bersedia untuk mengikuti acara call for
papers.

Terakhir, semoga kehadiran buku ini dapat mendatangkan man-
faat dan dapat menjadi salah satu referensi penting di dalam kajian ke-
Islaman, khususnya yang menjadikan MUI sebagai obyek kajian.

Wallahul Muwaffiq lla Aqwamith Tharieq

Jakarta, Juli 2017

Editor
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Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT serta bantuan ber-
bagai pihak Majelis Ulama Indonesia akhimya dapat menerbitkan
buku, Peran Fatwa Mui Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara,
Fatwa MUI Dalam Pandangan Akademisi, yang merupakan kompilasi
dari disertasi dan hasil penelitian, kajian, dan studi para akademisi.

MUI yang lahir pada 7 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 Juli
1975 meneguhkan posisinya sebagai wadah silaturrahmi ulama, zuama
dan cendekiawan muslim. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau
majelis yang menghimpun para ulama,zuama dan cendekiawan muslim
Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam
Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Selama rentang waktu lebih dari empat puluh tahun, MUT telah
melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia,
berkhidmah memberikan bimbingan keagamaan dalam kehidupan ber-
bangsa dan bernegara. Dalam khitah pengabdiannya, telah dirumuskan
lima fungsi dan peran utama MUI yaitu (i) sebagai pewaris tugas-tugas
para Nabi (Waratsatul Anbiya); (i) sebagai pemberi fatwa (mufti); (iii)
sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ra% wa khadim al ummah);
(iv) sebagai pelopor gerakan Islah wa al Tajdid; dan (v) sebagai penegak
amar ma'ruf dan nahi munkar.

Dinamika keberperanan MUI tidak bisa lepas dari dinamika ke-
hidupan berbangsa dan bernegara, Pasang surut kondisi sosial politik
Indonesia sangat berpengaruh dalam lenggam dan strategi MUI (siyas-
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ah syar'iyyah) Hal ini mengingat MUI merupakan bagian tak terpisah-
kan dari komponen bangsa Indonesia.

Untuk kepentingan muhasabah, mengambil momentum Milad
MUI yang ke-42, serta upaya melakukan otokritik atas perjalanan MUI
selama ini, MUl merasa perlu untuk mengundang para ulama, cendeki-
awan, dan peneliti yang intens dalam kajian MUI untuk melakukan dis-
kusi akademik terkait dengan peran dan khidmah MUI selama ini. Buku
ini adalah kumpulan hasil kajian dimaksud.

Mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang, Majelis
Ulama Indonesia dapat lebih meningkatkan fungsi dan peranannya
dalam upaya meningkatkan kualitas umat di berbagai bidang kehidu-
pan sesuai dengan tuntutan zaman dan seirama dengan semakin laju-
nya derap pembangunan.

Akhirnya, atas nama Majelis Ulama Indonesia kami mengucap-
kan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Editor dan semua
pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Harapan kami, mudah-
mudahan buku ini memberi manfaat yang sebesarnya bagi masyarakat,
khususnya para ulama dan cendekiawan muslim dalam upaya mening-
katkan fungsi dan peranannya di masa yang akan datang.

Jakarta,18 Sya'ban 1432 H

20 Juli 201M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

D TTD
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PROBLEMATIKA DALAM FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
(Tinjauan Fikih)

Oleh Homaidi Hamid

Abstrak

Tujuan artikel ini untuk menjelaskan problematika dalam Fatwa DSN
tentang Pembiayaan Musyarakah Perspektif Fikih dalam hal kontri-
busi kerja masing-masing pihak dan sistim bagi hasil dan kerugian.
Ketentuan-ketentauan dalam fatwa dikaji perpektif pandangan fukaha
mazhab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keharusan masing-mas-
ing mitra untuk memberi kontribusi kerja sebagaiamana dalam fatwa
DSN tidak diharuskan olch ulama mazhab. Sistim bagi hasil sesuai ke-
sepakatan sejalan dengan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, Pemba-
gian risiko/kerugian sesuai proporsi modal adalah yang sesuai dengan
kesepakatan semua mazhab.

Key Words: Musyarakah, Kontribusi Kerja, dan Sistim Bagi Hasil dan
Kerugian

. PENDAHUHULUAN

Bank Syariah adalah bank yang operasionalnya berdasarkan
prinsip syariah. Prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank
syariah adalah sebagaimana difatwakan oleh Majlis Ulama Indonesia.
Lembaga di MUI yang secara khusus menangani Lembaga Keuangan
Syari'ah (LKS), termasuk bank syariah adalah Dewan Syariah Nasional

' Stal Pengajar pada Program Studi Muamalah, Fakultas Agama Islany, Universitas Muhamm
madiyah Yogyakarta, Alamat: UMY Kampus Terpadu, JI. Rinngroad Selatan, Tamantino, Ka
sihan, Baniul, DI Yogyakarta. Email: maidihamid@yahoo.com. NI 08iz2;71099
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Maijlis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa-fatwa yang dikeluarkan olek
DSN bersifat mengikat bank-bank Syariah. Hal ini karena UU Nomor 2
tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 26 mewajibkan keg-
iatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah, tunduk kepada Prinsip
Svariah. Prinsip Syariah yang dimaksud yaitu sebagaimana yang difat-
wakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

DSN MUI telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi
landasan operasional bank syariah. Fatwa-fatwa tersebut antara lain
(atwa tentang Giro, Tabungan, dan Deposito untuk produk pendanaan.
Sedangkan untuk produk pembiayaan antara lain Pembiayaan Muraba-
hah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan musyarakah.

Proquk-produk bank syariah yang khusus membedakan den-
gan produk bank konvensional adalah produk yang berdasarkan prin-
sip bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil keuntungan harus sama-sama
dinikmati dan kerugian harus sama-sama ditanggung oleh bank dan
nasabah. Hubungan antara nasabah dan bank syariah bukan sebabgai
debitur dan kreditor, malainkan hubungan mitra bisnis.* Produk-produk
bank syari'ah yang sejalan dengan sistem profit and loss sharing adalah
mudharabah®dan musyarakah.*

Musyarakah telah menjadi salah satu produk pembiayaan di per-
bankan syariah. Pembiayaan Musyarakah telah difatwakan oleh Dewan
Syariah Nasional dengan FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONALNO: 08/
DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Pada bagian ME-
NIMBANG, DSN mendefinisikan musyarakah sebagai “akad kerjasama
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan

2 Mohsin §, Khan, “Islamic Interest-Free Banking: aTheoretical Analysis,” dalam Mohsin S.
Khan dan Abbas Mirakhor (ed.), Theoretical Studies in Istamic Banking and Finance (Hou-
stun, Texas: The Institute for Research and Islamic Studies, 1987), h. 24.

3 Mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyea
diakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dari kerjo
sama ini dibagi menurut kesepakatan, sedangkan jika mengalami kerugian, sepenuhnya
ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalain si pengelola. Lihat
Muhammad Syafi'l Antonio, Bank Syariah dari Teorl ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press,
cet.V,2002), h. g5,

1 Musyarn‘kah atau syirkah adalah (gudly Jut o, o Sl ade e bbe) “Ungkapat
:!)wllngf*um suatu akad antara dua pihak yang bersekutu dalam modal dan keuntungan’

ehnisi inl menurut Wahbah az-Zuhaili berasal dari Hanafiyah, dan merupakan definisi

terbaik. Lihat Wahbah az.Z i al.Fi A : s A '
ot erphomigivry 38761,”)&“]' al-Figh al-Istami wa Adillatuhit, (Damaskus: Dar al-Fiks,

pipinudi aernyadri vairrnoscanner


https://v3.camscanner.com/user/download

rf———

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PANDANGAN AKADEMIS 88¢
|J

pahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatan,» Berdasarkan pengertian ini maka keuntungan dibagi ses-
aai kesepakatan, bukan sesuai proporsi modal. Pada Bagian MEMUTUS-
KAN, DSN menetapkan:

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk meng-
hindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan
atau penghentian musyarakah,

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional
atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang diten-
tukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

Pada Ketentuan ayat (1) dan (2) ini tidak jelas apakah pembagian
keuntungan berdasarkan kesepakatan ataukan proporsional sesuai

1.

proporsi modal.

Dalam hal pembagian kerugian, terdapat kontradiksi antara
definisi dan ketetapan tentang pembagian kerugian. Dalam definisi din-
yatakan “.... bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama
sesuai dengan kesepakatan.» Berdasarkan definisi ini maka pemba-
gian kerugian berdasarkan kesepakatan. Sedangkan dalam ketentuan
pembagian kerugian, DSN menetapakan “Kerugian harus dibagiantara
para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam
modal.»

Pada bagian MEMUTUSKAN tentang Ketentuan tentang Pihak-
pihak yang berkontrak bagian b berbunyi: ‘Setiap mitra harus me-
nyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja
sebagai wakil.» Ketentuan DSN yang mengharuskan setiap mitra untuk
berkontribusi kerja dalam usaha musyarakah sulit diwujudkan dalam
pembiayaan musyarakah antara bank syariah dan nasabah. Sangat su-
lit bahkan mustahil bank syariah untuk berkontribusi kerja pada setiap
pembiayaan musyarakah yang diberikan. Syarat ini dapat menyebab-
kan pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan bank syariah menjadi ti-
dak sah karena ketiadaan kontribusi kerja dari pihak bank syariah. Yang
menjadi pertanyaan apakah para fukaha memanng mengharuskan se-
tiap mitra untuk berkontribusi kerja sehingga DSN mengharuskannya?

Sebelumnya sudah ada kajian mengenai fatwa DSN. Yeni Salma
Barlinti menulis disertasi berjudul “Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem
Hukum Nasional’, yang telah dipertahankan dalam ujian program dok-
tor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Yeni berangkat dari
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tiga pertanyaan pokok. Pertama, mengapa ketentuan ekonomi syariah
diatur dalam fatwa DSN. Kedua, bagaimana kedudukan fatwa DSN
dalam sistem perundangan-undangan. Ketiga, bagaimana pemanfaatan
fatwa DSN sebagai dasar pertimbangan hukum bagi hakim di lingkun-
gan peradilan agama dan arbiter di Badan Arbitrase Syariah Nasional
(Basyarnas) dalam perkara ekonomi syariah.s Dalam disertasi ini Yen
Salma Barlinti tidak mengkaji isi fatwa DSN persepektif fikih,

Kajian fatwa DSN perspektif fikih ditemukan dalam M. Cho-
lil Nafis menulis disertasi yang berjudul “Fatawa Majlis al-Ulamé' al-
Indunasy ‘an Figh al-Mwamala Dirasah Nazhariyyah Tahliliyyah i
Tayyarat Afkar al-Ahkam ma Manahij Istinbath al-Ahkam wa Tathbigiha
‘ala al-Qawanin» yang kemudian diterjemahkan oleh Ahmad Haris dan
diterbitkan oleh Ul-Press dengan judul Teori Hukum Ekonomi Syariah.
Dalam disertasi ini fatwa DSN yang dikaji perspektif fikih meliputi jual
beli, giro, dan pasar modal syariah.® Nafis tidak mengkaji fatwa DSN ten-
tang Musyarakah perspektif fikih.

Karena belum ada yang mengkaji problematika dalam Fatwa DSN
tentang Musyarakah perspektif fikih, sementara ada ada kontradiksi
mengenai pembagian keuntungan dan kerugian dalam fatwa DSN ten-
tang Pembiayaan Musyarakah, serta sulitnya kontribusi kerja dipenuhi
oleh bank syariah berdasarkan fatwa tersebut, maka penulis tertarik un-
tuk mengkaji Fatwa DSN tentang Pembiayaah Musyarakah perspektif
Fikih.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan
fikih terhadap Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah dalam hal:
sistim bagi hasil dan kerugian serta kontribusi kerja masing-masing pi-
hak. ;

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan Fatwa DSN tentang
Pembiayaan Musyarakah Perspektif Fikih dalam hal: sistim bagi hasil
dan kerugian serta kontribusi kerja masing-masing pihak. Penelitian ini
secara teoretis akan memberikan jalan keluar dari kontradiksi dan ke-
sulitan implementasi dari Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah.
Secara Praktis penelitian ini dapat memberikan panduan pada praktisi
perbankan syariah agar bebas dari kontradiksi dan mudah dalam imple-

5 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalum Sistem Hukum Nad
| sional di Indonesia, (Jakarta: Badan Lithang dan Diklat Kementerian Agama R1., 2000).
G M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, texjemahan Ahmad Haris (Jakarta: Ul-Press,
2011)
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mentasi.

{1. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian pustaka. Obyek kajian dalam hal ini
adalah Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah. Fatwa-fatwa terse-
put penulis kaji perfektil pandangan fukaha. Ketentuan pasal-pasal
dalam ketentuan fatwa dibandingkan dengan pendapat-pendapat ula-
ma mazhab. Dengan demikian diketahui kecenderungannya terhadap
mazhab figh tertentu. '

111. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah yaitu Fatwa DSN
No0.08/DSN-MUI/IV/2000, terdiri dari empat bagian, yaitu MFNIM-
BANG, MENGINGAT, MEMPERHATIKAN dan MEMUTUSKAN. Dalam
bagian MENIMBANG, DSN mendefinisikan musyarakah sebagai “akad
kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu,
di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan
ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama ses-
uai dengan kesepakatan.»

Adanya keharusan masing-masing pihak menvertakan dana,
maka fatwa ini tergolong dalam syirkah amwial. Karena keuntungan
dibagi sesuai kesepakatan maka syirkah amwdl di sim tergolong syirkah
‘indn. Hanya saja bahwa resiko juga akan ditanggung sesuai kesepaka-
tan, bertentangan dengan isi Keputusan Fatwa pasal 3d bahwa “Keru-
gian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut
saham masing-masing dalam modal.»

Dalam bagian MEMUTUSKAN, pada Pasal 3 b tentang kerja din-
yatakan:

7 Syirkah amwal adalah akad perjanjian antara dua orang atau lebah untuk bersekuin
dalam modal dan keuntungan. Syirkah amwal ada dua macam: syirkah ‘ndn dan yorkain
mifawadah. Syirkah ‘indn adalah persevikatan dalam harta benda antara dua arang it
lebih untuk berdagang dengan perjanjian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Dalam
syirkah inan tidak diharuskan saina dalam modal, wewenang, maupun dalam pembugian
keuntungan. Jika imengalami kerugian, kerugian ditanggung bersaina sesuai pursi idal
masing-masing. Syirkah muyfawadah adalah perserikatan antara dua urang atau lebih den
gan ketentuan maodal, kerja, agama, tanggung jawab, keuntungan dan kerugian hais s
bagi masing-masing pihak. Syirkah seperti ini subt terwupud, karena sangat sulic untik
sama dalam dalam seiua item tersebut. Lihat Wahbah az-Zubaili, al-Fugh al-Islamia, 4534,
3881
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Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksa.
naan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah mery.
pakan syarat, Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak
dari vang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntun-
gan tambahan bagi dirinya.

Syaratini tidak sejalan dengan pandangan ulama mazhab. Menu.
rut fukaha, dalam syirkah ‘indn boleh dipersyaratkan bahwa pekerjaan
dilakukan oleh dua pihak atau hanya dilakukan oleh satu pihak tanpa
keterlibatan pihak lain. Boleh disepakati bahwa kedua pihak membeli
dan menjual dengan ketentuan, keuntungan yang diperoleh untuk mer-
eka berdua. Boleh disepakati pula bahwa satu pihak yang aktif membeli
dan menjual sementara pihak lain hanya pasif.’

Ketentuan dalam fatwa DSN ini mempersulit sesuatu yang se-
benarnya mudah. Ini sulit dipraktekkan dalam pembiayaan di bank
syariah. Adalah sesuatu yang sulit jika bank syariah harus terlibat dalam
setiap usaha nasabah yang menerima pembiayaan musyarakah. SDM
bank syariah terbatas sementara nasabah pembiayaan musyarakah ban-
yak tersebar. Padahal fukaha klasik tidak ada yang mengharuskan setiap
mitra musyarakah harus aktif dalam usaha.

Keharusan masing-masing mitra untuk memberikan kontribusi
kerja sebagaimana dalam fatwa DSN bahkan tidak diakomodir dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106 tahun
2007 tentang Akuntansi Musyarakah. PSAK membagi mitra menjadi
dua; mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang menge-
lola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak
lain atas nama mitra tersebut. Sedangkan mitra pasif adalah mitra yang
tidak ikut mengelola usaha musyarakah.®

Adanya pembagian mitra aktif dan pasif ini menunjukkan bahwa
dalam usaha musyarakah tidak harus ada kontribusi kerja dari masing-
masing pihak. PSAK ini memberikan keleluasaan kepada Bank Syariah
untuk menyalurkan pembiayaan musyarakah tanpa harus terlibat lang-
sung dalam usaha nasabah,

PSAK Nomor 106 tahun 2007 ini sebenarnya bertentangan den-
gan fatwa DSN tentang pembiayaan musyarakah yang mengharuskan
setiap mitra untuk berkontribusi kerja. Sungguhpun demikian, PSAK ini

8  Ibid.V: 3900.
9 Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyatuan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Musyarakah,
(Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia, 2007), h. 2.
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sejalan dengan pandangan ulama mazhab yang membolehkan adanya

mitra aktif dan mitra pasif,

Dalam hal pembagian keuntungan, dalam bagian MEMUTUS-

KAN pasal 3¢ mengenai keuntungan dinyatakan:

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindar-
kan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau
penghentian musyarakah,

g. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional
atas dasar scluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang diten-
tukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra,

3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan me-
lebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan ke-
padanya.

4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam
akad.

Ketentuan pembagian keuntuangan (1-4) ini sehenarmya tidak
jelas apakah pembagian keuntungar harus sesuai kesepakatan ataukah
sesuai proporsi modal masing-masing mitra, Akan tetapi jika mengacn
pada pengertian musyarakah dalam bagian MENIMBANG, maka pem-
bagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan.

Ditinjau perspektif fukaha, menurut Hanafiyah, pembagian keun-
tungan boleh didasarkan atas persentase modal masing-masing pihak,
baik dipersyaratkan kedua pihak aktif dalam usaha atau satu mitra aktif,
yang lain mitra pasif. Alasannya, hak terhadap laba menurut Hanafivah
didasarkan pada kontribusi harta, kerja, atau karena menanggung resiko
(dhaman). Pembagian keuntungan juga boleh berdasarkan kesepaka-
tan, bukan atas dasar besarnya persentase modal. Ketika persentase
modal sama, pembagian keuntungan boleh tidak sama dengan syarat
usaha dilakukan bersama atau dilakukan oleh pihak yang mendapatkan
bagian keuntungan yang lebih besar.

Keuntungan berhak diperoleh oleh pihak-pihak karena ikut
berkontribusi modal, usaha, atau menanggung resiko, Tambahan keun-
tungan diperoleh karena tambahan usaha, Terkadang salah satu pihak
yang bersekutu lebih pintar dan lebih banyak terlibat dalam mengelola
usaha, karena itu dia berhak mendapatkan keuntungan yang lebih be-
sar. Hal ini sesuai dengan pendapat Ali;
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oot ¢ 1z i ea.; ss 2 N2 12 Seaty
"Pembagian keuntungan sesuai perjanjian, pembagian kerugian
sesuai proporsi modal.«

Menurut Hanafiyah, kelebihan keuntungan tidak boleh diberi.
kan kepada pihak yang lebih sedikit usahanya. Karena jika kelebihan
keuntungan diberikan pada pihak yang lebih sedikit usahanya, berar.
ti mensyaratkan kelebihan keuntungan pada pihak yang tanpa usaha
dan tanpa menanggung resiko. Padahal keuntungan berhak diperoleh
hanya karena karena kontribusi modal, usaha, atau menanggung re-
siko.” Pendapat senada dikemukakan Hanabilah, Zaidiyyah: keuntun.
gan dibagi sesuai kesepakatan." Soal pembagian kerugian, semua ulama
mazhab sepakat, harus sesuai proporsi modal.

Menurut Malikiyah, Syafi'iyyah, Zahiriyyah, Imamiyyah, dan Zu-
far dari Hanafiyyah, untuk sahnya syirkah ‘indn, disyaratkan agar keun-
tungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi modal. Alasannya karena
keuntungan itu tumbuh dari harta mereka dan kerugian mengurangi
harta mereka. Karena itu, pembagian keuntungan harus sesuai proporsi
modal. Jika dipersyaratkan hanya salah satu mitra yang menanggung
kerugian tidak boleh, maka tidak boleh pula satu mitra mendapatkan
keuntungan melebihi proporsi modalnya. Keuntungan dan kerugian
mengikuti modal. Ketika proporsi modalnya sama pembagian keuntun-
gan tidak boleh beda. Ketika proporsi modalnya beda pembagian keun-
tungan tidak boleh sama. Pembagian keuntungan yang tidak didasar-
kan pada proporsi modal mengakibatkan batalnya akad syirkah ‘inan."

Menurut penulis, pendapat Hanafiyah dan Hanabilah yang lebih
kuat. Hal itu karena keuntungan diperoleh karena adanya modal dan
ada usaha. Modal tanpa usaha tak akan mendapatkan keuntungan,
demikian pula sebaliknya, usaha tanpa modal tak akan mendapatkan
keuntungan, Usaha dan modal sama-sama memiliki andil dalam pen-
capaian keuntungan, karena itu layak dihargai. Penghargaan itu dalam
bentuk pemberian sebagian keuntungan sebagaimana halnya dalam
mudharabah,

Dalam hal usaha musyarakah mengalami kerugian, dalam bagian

19 Ibn al-Hammam, Futh al-Qadir Syarh al-Hiduyah, (Kalro: Mushtafa Muhammad, t.t.), V: 21,

n Ibn Qudamah, al-Mughni (Kairo: Dar al-Mandrah, cet. 11, t.t.), Vi 27.

iz 1bn Rusyd  al-Hafid, Biddyah al-Mujtahid (Meslr: al-Istiqhmah, t.t.), 11: 250; Syarbink, Mugn
ul-Muhtdj Syarh ul-Minhdj, (Mesir: al-Bab al-Halbt, t.t.), 11: 216,
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MEMUTUSKAN pasal 3d tentang Kerugian dinyatakan “Kerugian harus
dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-
masing dalam modal.» Ketentuan ini sebenarnya bertentangan den-
gan ketentuan pembagiann kerugian yang terdapat dalam Pengertian
Musyarakah yang disebutkan dalam bagian MENIMBANG, yaitu: “akad
kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu,
di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan
ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama ses-
uai dengan kesepakatan.» Pembagian kerugian menurut kesepakatan
semua mazhab harus berdasarkan proporsi modal. Dengan demikian,
ketentuan pembagian keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan
ulama mazhab fikih adalah ketentuan yang terdapat dalam MEMUTUS-
KAN pasal 3d.

Menurut penulis, pengertian musyarakah dalam bagian MENIM-
BANG seharusnya disesuaikan dengan ketentuan dalam bagian ME-
MUTUSKAN pasal 3d. Jika disesuaikan maka pengertiann musyarakah
menjadi “akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu
usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribu-
si dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan ke-
sepakatan, dan resiko akan ditanggung bersama sesuai proporsi modal
masing-masinng.» Dengan demikian tidak akan ada kontradiksi antara
pengertian musyarakah dengan ketentuan tentang pembagian kerugian
atau risiko yang terhadapat dalam bagian memutuskan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Ketentuan dalam Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah
bahwa masing-masing mitra harus berkontribusi dalam kerja merupak-
an ketentuan yang menyulitkan yang tidak diharuskan oleh para fukaha
mazhab. Para fukaha mazhab membolehkan kedua mitra aktif atau satu
aktif yang lain pasif.

Sistim bagi hasil dalam Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyara-
kah sejalan dengan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, yakni keuntun-
gan dibagi sesuai dengan kesepakatan, berbeda dengan mazhab Mali-
kiyah dan Syafi'iyah yang mengharuskan pembagian keuntungan harus
sesuai porsi modal masing-masing,

Sistim pembagian kerugian dalam Fatwa DSN tentang Pembi-
ayaan Musyarakah yang sesuai dengan kesepakatan fukaha mazhab
adalah yang terdapat dalam bagian MEMUTUSKAN pasal 3d, yaitu
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okerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menu. I
rat saham masingsmasing dalam modal” bukan seperti dalam penger.
tiant musyarakah dalam bagian MENIMBANG bahwa risiko ditanggung
sesuai kesepakatan sebagaimana halnya keuntungan,

penulis menyarankan kepada pihak DSN agar melakukan revisi
terhadap beberapa ketentuan dalam Fatwa Pembiayaan Musyarakah,
Hendaknya DSN membolehkan mitra-mitra dalam musyarakah untuk
aktif semua atau satu pthak menjadi mitra aktif dan mitra yang lain pa.
sif dalam menjalankan usaha musyarakah.

Hendaknya DSN merevisi pengertian musyarakah agar tidak ber.
tentangan dengan keputusan mengenai pembagian kerugian, Penulis
menyarankan pengertian musyarakah menjadi "akad kerjasama antara
dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-
masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa
keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan resiko akan ditang-
gung bersama sesuai proporsi modal masing-masinng.»
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